Memmbang
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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 788 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

L a.

b.

d.

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/operasional madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu  menetapkan
Keputusan Menteri Agama  Republik  Indonesia tentang
Perpanjangan  lzin  Pendirian/Operasional MADRASAH
IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MALANG
Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 1S tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemernintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ten
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);



Memperhatikan

Menetapkan
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4. Peraturan Pemerintab  Nomor 17 Tahun 2010  tentang
Pengelolann  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5150)
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggarnan  Pendidikan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);,

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang  Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar  Pelayanan  Minimal Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteni Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Mentern Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota,

7. Peraturan Mentenn Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelenggaran Pendidikan Madrasah (Benta Negara Republhk
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Jslam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendinan Madrasah
Yang Disclenggarakan oleh Masyarakat,

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 53885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekms Perpanjangan Lan
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen [zin Pendirnan Madrasah;

: Rekomendasi dan Kepala Kantor Kementenan Agama KABUPATEN

MALANG Nomor : Kd.15.35/02/PP.00.4/525/2016 Tanggal 28
Januar 201606;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN

PENDIRIAN  / OPERASIONAL ~ MADRASAH  IBTIDAIYAH
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA
TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendinan/operasional madrasah

kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimakst

id dulam Diktam

KESATU dapat dicabut apabila madrasah  yang hersangkutan

melakukan pelanggaran  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 April 2016




IDENTITAS MADRASAI YANG

Nama Madrasah
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Nomor Statistik Madrasah

Alamat Madrasah

Organisasi Penyelenggara

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTER]I AGAMA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 788 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN 1ZIN PENDIRIAN /OPERASIONAL
MADRASAH [IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN MALANG PROVINS] JAWA TIMUR

DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

' NAHDLATUL ULAMA

111235070137

JL. RAYA GUNUNG PANDAK
KADEMANGAN

KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN AL MUNIR KADEMANGAN

Akte Notaris Organisasi | NO. 703, ACHMAD SYAHRANI, SH. M.Kn. |

Penyelenggara |
, ' — N — —

Pengesahan Akle Notans AHU-0021563.AH.01.04 / |

TAHUN 2016 l

a.n. MENTERI AG/ BLIK INDONESIA
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nama Madrasah
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupater/Kota
Provinsi

Penyelenggara Madrasah
Akte Notans Penyelenggara
Pengesahan Akte Notaris
Tanggal Pendinan

Nomor : MIS / 07.0137 / 2016

Diberikan kepada

MADRASAH IBTIDAIYAH NAHDLATUL ULAMA
JL RAYA GUNUNG PANDAK

KADEMANGAN

PAGELARAN

KABUPATEN MALANG

JAWA TIMUR

YAYASAN Al. MUNIR KADEMANGAN

NO 703, ACHMAD SYAHRANI S H M Kn
AHU-0021563 AH 01 04 TAHUN 2016

01 AGUSTUS 1958

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1]1]2]s

Sidoarjo, 8 Apnl 2016
an MENTERI AGAMA REP
KEPALA KANTOR
I)GMENTE RIAN
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DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INODONESIA

Piagam Rladrasal
Nomor: L.ni /J/WW&Z

L
. Ny e
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&

Atas numa Mentert Agamiu Republik indonesia Jdengan i Kepala Kantor
Wilayuh Depurtemen  Agamu  Propinse Juwa Timure  membeokan  pragan
TERDAFTAR kepuda Mudrasali

Nama . MADRAS A/ /1871041 YA H

-~ W
-

ot TN N . U e
Alamat: Jalan - NANVAS
De.a CUNUNC FPANLANK RKADEAMANGA Y

Kecomutun | FONOANYCGLEGY

Kab.,Kn : /M SN .- f‘Q 'y C

N lE Propinst JIAWA TINVUR
‘7 j Didirikan puda . LG5S :
T Oleh : FERONANGCAN LA DT - ALty Al

»

sehingga kepada Mudrusuh yang bonsanghutan diberihan huk meourut hukum
untuk menyelengguruhan pendidihun dun pengapitan Jan diperbolehikan untuk
mengikuti ujian persaniuan Mudrasah Negen
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Surabuya, =4/ - VONEN[ 2N 194 -~

Al KEPATA RANTOR WHEAYAL DEVARTEMEN AGAMA
GNHCOPINSTIAWA TIMUR




